
LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

NOMOR : 21 TAHUN : 1989 SERI D NO. 13

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I 
JAWA TENGAH.

NOMOR : 1 TAHUN 1989

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH 

TAHUN ANGGARAN 1989/1990.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

Menimbang Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi 
Daerah Tingkat I Jawa Tengah tahun Anggaran 1989 /1990 
perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan 
pasal 64 ayat (2) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1974.
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pem­
bentukan Propinsi Jawa Tengah ( diundangkan pada 
tanggal 4 Juli 1950);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang 

Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan 
Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang 

Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah 

dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah;

6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang 

Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji 
dan Pensiun bagi Daerah Otonom;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 

1975, tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksa­

naan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan 

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 11 tahun 

1978, tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi 
Keuangan dan Materiil Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1978, 
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tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada 

Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 
1979, tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan 
Materiil Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 
1985, tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil 
Pajak. Bumi dan Bangunan;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 
Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual 
Administrasi Keuangan Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 
tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan 
Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 • 893 
Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual 
Administrasi Pendapatan Daerah;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 
1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 
tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan 
Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapa* 
tan dan Belanja Daerah;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 -1319 

tanggai 19 September 1985 tentang Penyempurnaan 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 
tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah;
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1S. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 
1985, tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk 
Pengelolaan Pendapatan Daerah Ilaril Pajak Bumi 
dan Bangunan;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 
tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk 
daa Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta 
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 
tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit 
dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah serta petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan 

Daerah;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 
tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan 
Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/224/PUOD 
tanggal 16 Januari 1989 perihal Pedoman Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran, 1989/1990;

2, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propin­
si Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 7 Juni 1978 

Nomor 05/I/PAR-III/DPRD/78-79 Jo. tanggal 27 Juli 
1982 Nomor 01/PAR-VDPRD-PEM32/82-83 tentang 
Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Da­
erah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

w
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Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang-Sidang Panitia Anggaran 
tanggal 16 Maret 1989.

2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah tanggal 31 Maret 1989.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan RakyatDaerah. 

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI 
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN 
ANGGARAN 1989/1990.

Pasal L

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1989/1990 
adalah sebesar «.-------- Rp. 527.943271S00.00 terdiri dari:

a. PENDAPATAN:

- Pendapatan ............ Rp. 527.943271S00.00

b. BELANJA:

- Rutin ________  Rp. 467S94.900.800.00

- Pembangunan____ Rp. 60S4837L000.00

Rp.527.943271S00.00

Pasal 1

Jumlah Urusan d— Perhitungan adalah sebegal bertaut :
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a. PENDAPATAN :

Pendapatan......................................... .................  Rp. 217344.199.000,00

b. BELANJA :

- Rutin . Rp. 213305.661.000,00

Pembangunan........... Rp. 4.038.538.000,00

Rp. 217344.199.000,00

Pasal 3.

(1) Rincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam lampiran 1.

(2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dan pasal 2 

dimuat dalam lampiran A.I, A.1I/R dan A.I1/P.

(3) Contoh rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4.

Pasal-pasal yang akan dilakukan penggusaran sesuai peraturan Perundang- 
undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5.

Peraturan-daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang 

berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1989.
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Ditetapkan di : Semarang. 

Pada tanggal 31 Maret 1989.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH PROPINSI DAERAH 
TINGKAT 1 JAWA TENGAH 

Ketua,

t td

Ir. SOEKORAHARDJO.

GUBERNUR KEPALA DAERAH 
TINGKAT I JAWA TENGAH 

t td

ISMAIL.

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya tanggal 25 Mei 

1989, Nomor: 90333481.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa 

Tengah

Nomor: 21 Tanggal : 17 Juli 1989

Seri : D. No. : 13.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I 

JAWA TENGAH

t td

Ir. SUJAMTO

NIP. 010 028 «43
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A
O' anggaran pendapatan dan belanja daerah

TAHUN ANGGARAN wwwa

NOMOR 
URUT

URAIAN JUMLAH NOMOR 
URUT

URAIAN JUMLAH

1 2 3 4 S d

A penerimaan dari daerah Rp 527.943.271800 A PENGELUARAN RUTIN Rp «t7.M4.9Ui.Nft

L BAGIAN StSA LEBIH PERHITUNGAN 
ANGGARAN TAHUN YANG LALU.

Rp 8*79.271,000

L Belanja Pegawai. Rp- 401534.2» 000

2 BAGIAN PENDAPATAN ASU DAE­
RAH: Rp 01750.389.«»

* Belanja Barang Rp 25.891774«»

a. Pajak Daerah Rp »187.201000 3. Belanja Pemeliha-
« Ml----------- *.-™a*s* Rp 4I^Ab77.W0

b. Reiribuw Daerah___ Rp 89Bfi.WH.U00 4 Belanja Perjalanan 
Dtna»„_™____ __ Rp 2.UO8.$4(kO00

c. Bapan Laba Badan Uaaha
Mitak Daerah. Rp. 14M035.0UO

d. Penerimaan dari

5. BeUnja hirv 
!■** .................. Rp 9.378029000

•
*. Angsuran Pm-

Dmm-Drnaa Rp «S.535.O» jaoMft/Hutaog 
AkMgSl Rp i99i.07n.aon

c. Penerimaan lain- 7. Buya Penatun A
bin Rp UlalOOUO Ond<r»4and__ Rp LL2U6.954000

2. BAGIAN HASIL PAJAK / BUKAN & Ganjaran Sub-
PAJAK Rp 8455 82901» sidi/Sunkb*n(MB 

ktp»dB Dtcnah 
R»loh>R Rp A49AO9&U00

a. Bagi Haail Pajak Rp $.7*9.020000 ♦. Pengeluaran yang
udak termasuk 
bagian lain...— .. Rp manooo

b. Bap Haail Bukan ML Pengeluaran tidak
Pajak Rp. 170009.000 Rp 1-2SU1&M0
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DAFTAR: Penggeseran Pasal-Pasal yang dfper- 
kenankankan sesuai dengan 
Peraturan Perundang-undangan 
yang berlaku

LAMPIRAN: II

NOMOR 
URUT

JENIS BELANJA PASAL-PASAL KETERANGAN

1 2 5 4

1. Belanja Barang 1011 sampai dengan 1050

2. Belanja Pemeliharaan 1051 sampai dengan 1070

3. Belanja Perjalanan Dinas 1071 sampai dengan 1080

4. Belanja Lain-lain 1081 sampai dengan 1100


